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PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Pnj
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan

oleh:

Sukku Pagora bin Pagora, NIK 64090110001500003, tempat dan tanggal lahir
Ujung Pandang, 10 Januari 1950, umur 70 tahun, agama Islam,
pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat
kediaman di RT 007 Kelurahan Salo Loang, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Nandong binti Abbas Dg Malompo, NIK 6409015006550005, tempat dan
tanggal lahir Balikpapan, 10 Juni 1955, umur 65 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah
Dasar, tempat kediaman di RT 007 Kelurahan Salo Loang,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Pemohon Il;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
tertanggal 27 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Penajam, Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 27 Januari 2020 telah
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mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Kelurahan Rapak,
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada tanggal 10 Juni 1973, di
hadapan Penghulu yang Pemohon Lupa namanya, dengan wali nikah yaitu
kakak Kandung Pemohon Il yang bernama H. Mandor Roa karena Ayah
kandung Pemohon Il pada waktu itu sedang sakit dengan mahar berupa uang
Rp 777.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) dibayar tunai, dan
disaksikan oleh dua orang saksi bernama Makkulau Pagora dan Pak Ambo;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan
kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon | dengan
Pemohon Il terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon | dengan Pemohon II membina rumah
tangga di rumah paman Pemohon Il di Kelurahan Rapak, kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
- Rusni Pebrianti binti Sukku Pagora, lahir tanggal 02 Februari 1975;

- Rahmat bin Sukku Pagora, lahir tanggal 10 April 1978;

- Arni Wulandari binti Sukku Pagora, lahir tanggal 25 September 1980;
- Siti Aminah binti Sukku Pagora, lahir tanggal 17 Februari 1988;

- Muhammad Apriali bin Sukku Pagora, lahir tanggal 29 April 1996;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan Pemohon |,
tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,
menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Penghulu dan Petugas
lalai tidak menyetorkan berkas Pemohon | dan Pemohon Il ke KUA setempat
sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti
sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il;
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8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon
| dan Pemohon Il yang sah secara hukum;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Sukku Pagora bin Pagora) dengan
Pemohon Il (Nandong binti Abbas DG Malompo) yang dilaksanakan di
Kelurahan Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada
tanggal 10 Juni 1973;

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor
24/Pdt.P/2020/PA.Pnj tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il sejak tanggal 10 Juni 1973 pada Radio Duta
Pancar Media yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan
terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon | dan
Pemohon Il telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il telah mengajukan satu saksi bernama: Juba binti Abbas Dg
Malompo, tempat tanggal lahir di Balikpapan, tanggal 08 Februari 1956, umur
66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak sekolah,
tempat tinggal di Jalan Manunggal RT 06, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur yang
merupakan kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah pada tanggal 10
Juni 1973 yang dilaksanakan di Kelurahan Rapak, Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan
mereka adalah kakak kandung Pemohon Il bernama H. Mandor Roa karena
ayah kandung Pemohon Il saat itu sedang sakit;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang
saksi, yaitu Makkulau Pagora dan Bapak Ambo yang masing-masing
beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh
Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang sejumlah Rp 777.000,00 (tujuh
ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon | jejaka
dan status Pemohon Il gadis;

- Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan
Pemohon 1l telah sesuai dengan ketentuan hukum lIslam, tidak terdapat
hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta
tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa selama Pemohon | dan Pemohon |II terikat
pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama terikat dalam
perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat
nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan
lainnya karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat di
kantor urusan agama setempat;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak ada lagi saksi yang
ingin diajukan di muka persidangan karena orang lain selain saksi bernama

Juba binti Abbas Dg Malompo tidak ada lagi yang hidup saat ini, lalu Majelis
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Hakim memerintahkan masing-masing Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mengangkat sumpah suppletoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim membacakan penatapan sela yang selengkapnya
cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 18 Februari 2020
yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il bersumpah di
hadapan Majelis Hakim dengan sumpah suppletoir yang lafaz sumpahnya telah
dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon II menyatakan tidak akan
mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang dilangsungkan secara
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon | dan Pemohon
Il dalam permohonannya ternyata Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif
Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mendalilkan bahwa Para
Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah
hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan oleh
karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
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Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam petitum
permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan
permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat
kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk
petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya,
sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum
berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau
sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il pada petitum
permohonnya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan
sah pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilangsungkan pada
tanggal 10 Juni 1973 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikapapan, dan Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka
berdua bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai buku nikah
sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara mengingat petugas yang
dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan
pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon
I dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan
akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis
Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 27 Januari 2020 telah
memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il dan berdasarkan Pengumuman Nomor
24/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 27 Januari 2020, Juru Sita tersebut telah
mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu
dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga
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dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/1V/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannnya
tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan bukti berupa dua orang
saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il
bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai
dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di
muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal
171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175
R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi
untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon | dan
Pemohon Il melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal
10 Juni 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon Il
bernama H. Mandor Roa dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama
Makkulau Pagora dan Bapak Ambo sedangkan mahar pernikahan diserahkan
secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon Il berupa uang sejumlah Rp
777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis pada saat dilaksanakan pernikahan
tersebut dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan
mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan penikahan
tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan
nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat
hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon 1l telah dikarunia lima orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon
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Il, dan dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il di muka persidangan
hanya menghadirkan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimum
pembuktian dan meskipun Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tidak
sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan
kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim
Pemeriksa secara ex officio memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mengangkat sumpah suppletoir guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182
R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang
saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan
hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah
(s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya
berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh lbn ‘Abbas bahwa:

) elowo ols) 20LE5 (et cnind -alivs alle Al (I - ol Jois &
(o © WY zwidd] Js .(3608) 350> o.ls (4569

“Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan
berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi.” (Hadis ini diriwayatkan oleh
Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani,
hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut,
pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya
yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama”, hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M
menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletoir yang selama
ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk
mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga
apabila ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut maka pembuktian
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menjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat

hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan
sumpah Pemohon | dan Pemohon Il dapat dijadikan bukti dalam perkara ini
sehingga bukti Pemohon | dan Pemohon Il tidak lagi menjadi satu orang saksi
bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai unus
testis nullus testis sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena
keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah
menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletoir yang diucapkan
sendiri oleh Pemohon | dan Pemohon Il di muka persidangan sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg, sehingga dengan demikian
sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 10 Juni 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama
Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus
jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah
kakak kandung Pemohon Il bernama H. Mandor Roa karena ayah
kandungnya pada saat itu sedang sakit;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu
Makkulau Pagora dan Bapak Ambo yang masing-masing beragama Islam,
berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon |
kepada Pemohon Il berupa uang sejumlah Rp 777.000,00 (tujuh ratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah);
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- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status
pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;

- Bahwa penikahan yang dilakukan antara Pemohon | dengan Pemohon I
telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab
dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat
hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikarunia lima orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah adalah
untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena
petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak
mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama
yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
Pemeriksa berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon |
dengan Pemohon Il secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10
Juni 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon I
bernama H. Mandor Roa karena ayah kandungnya pada saat itu sedang sakit,
dengan mahar uang sejumlah Rp 777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu
rupiah) secara tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing
bernama Makkulau Pagora dan Bapak Ambo, telah memenuhi ketentuan rukun
dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon Il secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni
1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan
permohonan Pemohon | dan Pemohon |l pada dasarnya adalah untuk

memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena
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petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak
mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang
berwenang, maka permohonan Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi
ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan
oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut
dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan Pemohon Il
tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi
dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1)
dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan pernikahan yang telah
disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam
Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II dalam petitumnya angka
(3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebankan biaya perkara
menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah
tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya
biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Sukku Pagora bin Pagora) dengan
Pemohon Il (Nandong binti Abbas Dg Malompo) yang dilaksanakan pada
tanggal 10 Juni 1973 di Kelurahan Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mendaftarkan
pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran
Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis
hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Nor
Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.l. dan Baso Abbas
Mulyadi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Endang Puiji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota I,
Ttd Ttd
Ismail, S.H.I. Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.
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Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puiji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pengumuman Rp 100.000,00
4. Biaya Meterai Rp _ 6.000,00
Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

PIh. Panitera Pengadilan Agama Penajam

Endang Puiji Astuti, S.H.
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